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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Pidana 

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, 

straafdalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman.rechtdalam arti 

Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, 

menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum 

mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum  dan aturan pidananya. 

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari 

keseluruhanhukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut.
21

 

 Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan 

menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan  

dan keharusan-keharusan  yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu 
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masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan  dengan suatu penderitaan yang 

bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana 

syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur  serta keseluruhan dari peraturan-

peraturan  yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu 

sendiri. 

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni 

hak yang telah mereka peroleh  dari peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum 

pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang 

bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum. 

b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. 

Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga 

disebut ius puniendi.
22

 

 

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid 

Kartanegara  bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:  

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam 

dengan hukuman. 

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang.
23

 

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, 

menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: 

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab 

perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, 
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yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu 

perbuatan atau sikapyang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga 

bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana 

atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang 

menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. 

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah 

sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan 

maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut 

dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara. 

 

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan 

bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah 

Toerekeningsvatbaar.Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang 

dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum 

pidana. 

Tanggung jawab pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai criminal 

responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk 

menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas 

suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.Setiap orang yang melakukan tindak 

pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada 
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tanggung jawab pidana.Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya 

celaan (vewijbaarheid) yang objectif terhadap perbbuatan yang dinyatakan sebagai 

tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang 

memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. 

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan 

bertanggung jawab pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang 

mengenai keadaan, kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak 

dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan 

bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan 

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana 

yang diterangkan pasal 44 KUHP. 

 Pertanggungjawaban pidana adalahMenyangkut persoalan, apakah orang yang 

melakukan perbuatan (tindak pidana) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 

(tindak pidana yang telah dilakukan).Pertanggungjawaban pidana melekat pada orang 

bukan pada perbuatan atau tindak pidana.Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan, 

apabila orang tersebut punya kesalahan. 

Menurut Simons “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu 

keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik 

ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Selanjutnya 

seorang pelaku Tindak Pidana mampu bertanggung jawab apabila: 

1. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan 

dengan hukum. 
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2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.
24

 

 

Selanjutnya Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan  

toerekeningsvatbaarheid itu merupakan een staat van psyhische normaliteit en 

rijpheid welke drieerlei geshiktheid medebrengt (suatu keadaan yang normal dan 

suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam 

kemampuan), sebagai berikut: 

1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang 

ia lakukan 

2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat 

dibenarkan oleh masyaraka; dan 

3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia 

lakukan.
25

 

 

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang 

yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk 

terjadinya tindak pidana.Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan 

tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu 

bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana pada 

penindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya 

untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah 

diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab, dan 

haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.
26
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Pengertian daritoerekeningsvatbaarheid(Pertanggungjawaban Pidana), 

menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana 

keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut 

toerekeningsvatbaarheid , sebagai berikut: 

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat 

mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat 

juga mengerti akan perbuatannya. 

2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu. 

3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya 

adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari 

sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.
27

 

 

Ketiga syarat diatas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap 

mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana 

atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut satochid kertanegara, seorang anak yang 

masih muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat 

daripada perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan  untuk mengerti akan nilai-

nilai dari pada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang 

menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan 

perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun 

susila.
28

 

 Setelah menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, berikut ini akan 

diuraikan tentang pengertian sanksi pidana. 
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 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur 

tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana.Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP 

membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan 

Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang 

dimaksud, sebagai berikut: 

1. Pidana Pokok, meliputi: 

a. Pidana Mati 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan  

d. Denda 

e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1946) 

2.  Pidana Tambahan, meliputi: 

a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu 

b. Perampasan beberapa barang yang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

 

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah 

pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada 

seseorang yang  nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara 

tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-unang.
29

 

 

 Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel 

Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada 

seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan 

itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang 

cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang 

lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama 

dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita 
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 Kemudian pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von 

Feuerbach dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai 

pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan 

itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah 

kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku. 

 Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori Gabungan 

mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban 

masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku.Sehingga penjatuhan pidana 

berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan 

sepihak.Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai 

pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.Selain itu, diakui pula penjatuhan 

pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.
30

 

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan 

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian 

pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari 

alasan-alasan dan syarat-syaratseseorang dapat dijatuhi pidana. 

 

3. Pengertian Anak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak 

adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami 

masa pubertas. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang 
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merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya 

disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. 

Definisi anak menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak 

Anak atau United Nation Convention on The Right of Child Tahun 1989. Dalam 

Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “For the purpose of the 

convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under 

the law applicable to the child, majority is attained earlier”,  menurut konvensi ini, 

anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan 

undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih 

awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak 

menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. 

Beijing Rules menggunakan istilah a juvenile untuk menyebut anak tanpa 

meyebutkan usianya. “A juvenile is a child or young person who under the respective 

legal system, maybe dealt with for an offence in a manner which is different from an 

adult” (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan 

suatu pelanggaran hukum disuatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara 

yang berlaku bagi orang dewasa). 

Pengertian anak secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan anak-anak atau 

juvenile adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta 

belum kawin. Di Indonesia, definisi anak menurut beberapa Undang-undang yang 

mengatur tentang anak berbeda-beda pengertiannya. 
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Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sedangkan Undang–Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang–Undang Nomr 4 Tahun 

1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

Didalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata menerangkan 

bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. lalu Undang–Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 

angka 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan 

belas) tahun.kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 

angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan 

dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada 

di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.Maksud tidak 

mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang 

dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang 
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lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara subtansial 

meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam 

lingkup hukum perdata menadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
31

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan anak adalah seorang 

yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki 

dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 

pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 

 

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Konvensi Internasional tentang Anak Convention on the Right of The Child) 

menjelaskan secara bulat melalui Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 desember 

1989.Bahwa anak mendapatkan perhatian khusus dalam standart Internasional. Yang 

dideklarasikan pada 20 November 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 

1, Asas 2, dan Asas 9, yang pada prinsipnya Antara lain mengatakan bahwa: 

1. Asas 1. “ Anak hendaknyamenikmati semua hak yang dinyatakan 

dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun,  harus 

menerima hak-hak ini,  tanpa perbedaan atau diskriminasi ras,  warna 

kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan 

lainnya, asal usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran, atau 

status social lainnya, baik dirinya maupun keluarganya”. 

2.  Asas 2, “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus 

diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, 

untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, 

kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar 

dalah kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum 
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untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus 

menjadi pertimbangan pertama”. 

3.  Asas 9, “ Anak harus dilindungi dari semua bentuk kesalahan, 

kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran 

perdagangan dalam segala bentuknya”.
32

 

 

Menurut  Madhe Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan 

diperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama. Anak mempunyai hak Antara lain; 

Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; Mempunyai kewajiban sebagai 

hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai 

dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan 

kewajiban sebagai warga Negara. 

Anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas untuk 

melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab 

dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam 

rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.
33

 

 Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah 

hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Arif Gosita memberikan beberapa Rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak 

sebagai berikut: 

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang 

merupakan kenyataan social, yang beraspek mental, fisik, dan social. 
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2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak 

tertentu, akibat ada suatu interelasi Antara fenomena yang ada saling 

memengaruhi. 

3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakaan individu yang 

dipengaruhi unsur-unsur social tertentu atau masyarakat tertentu. 

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan  permasalahan hukum 

yang mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan 

berpedoman dan berdasarkan hukum. 

5. Hukum perlindungan anak hanya dapat melindungi anak.
34

 

 

 Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih 

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat 

secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.Perlindungan anak menyangkut 

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.Agar anak-anak benar-benar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya. Bismar Siregar 

mengatakan bahwa: 

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi 

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.Masalahnya tidak semata-

mata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu 

ekonomi, social, dan budaya.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak 

yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dalam penjelasannya, yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak 
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meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang 

membahayakan anak secara fisik dan psikis.
35

 

 

5. Pengertian Kekerasan Seksual 

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam 

bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan 

tidak bebas.Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan 

seksualitas.Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak 

diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak 

menyenangkan dan tidak bebas. 

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang 

mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak 

kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala 

macam senjata.
36

 Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait 

dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, 

penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.
37

 Kata ini didefinisikan sebagai 

“improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an 

individual or group’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan 

kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami 
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individu maupun kelompok).
38

Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) 

adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori 

sebagai berikut : 

1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana 

pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan 

kekuatannya kepada anak. 

2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara 

individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan 

diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. 

3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.Hal 

ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara 

berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di 

luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan 

dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.
39

 

 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku 

seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut : 

1) Untuk tujuan obyek seksual  

a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia 

heteroseksual. 

b) Incest 

c) Hiperseksualitas  

d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial 

ekonomis.  

2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga  

a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga 

pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan 

kegiatan prostitusi 

b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis 

muda untuk melayani para pelanggannya.  
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3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari 

kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksesif 

dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan 

dewasa.
40

 

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap 

anak antara lain sebagai berikut : 

1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan 

ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan 

homososial yang wajar  

2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan 

perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan 

perkembangan moral 

3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya 

tekanan etika dan moral
41

 

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut : 

1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi 

menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali 

atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, 

dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar 

matahari.  

2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang 

tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, 

kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, 

perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang 

lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa 

anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti 

dilibatkan pada kegiatan prostitusi.  

3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang 

mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, 

perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.  

4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk 

bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain 

seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak 

kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.  
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5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, 

orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti 

pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada 

pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran 

pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan 

perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
42

 

 

Secara umum faktor Kekerasan Seksual terjadi dilihat dari niat pelakunya 

adalah: 

1. Seductive Rape 

Kekerasan Seksual terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu 

birahinya dan biasanya Kekerasan Seksual ini terjadi pada mereka yang 

sudah saling mengenal. 

2. Sadistic Rape 

Kekerasan Seksual yang dilakukan secara sadis, yang mana pelaku akan 

mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh. Namun 

mendapatkan kepuasan dari cara penyiksaan terhadap korban yang tidak 

didapatkan dalam hubungan seksual secara normal. 

3. Anger Rape 

Kekerasan Seksual yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa marahnya 

pada korban.Kepuasan seksual bukan tujuan utama yang diharapkan 

pelaku. Namun sekedar untuk melampiaskan rasa marahnya pada korban 

4. Domination Rape 

Kekerasan Seksual ini hanya ingin menunjukkan dominasinya pada 

korban dan pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual. 

5. Exploitation Rape 

Kekerasan Seksual yang terjadi karena ada rasa ketergantungan korban 

terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.Dan biasa kasus ini 

terjadi tanpa adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban.
43

 

 

Faktor  terjadinya Kekerasan Seksual bisa dipengaruhi oleh lingkungan, motif 

pelaku Kekerasan Seksual, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi dan pergaulan 

seseorang. Kekerasan Seksual merupakan bentuk diskriminasi seks dan juga 
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merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum definisi Kekerasan Seksual 

setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk 

verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan 

seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan 

terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.Kekerasan Seksual dapat 

terjadi antara orang-orang berlainan maupun sesama jenis. Menurut Undang-Undang 

No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 80 dan pasal 83 mengatur 

tentang kekerasan yang menyebabkan kekerasan secara fisik,kemudian kekerasan 

yang menyebabkan kekerasan secara psikis diatur dalam ketentuan pasal 76A yang 

menjelaskan bahwa memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan 

anak mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnyaatau memperlakukan anak penyandang disabilitysecara diskriminatif.


